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l. UMUM

Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik
di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju
perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan
semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana
transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan baik
barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat.
Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa
tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan
pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Dengan
memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal
yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang
lebihk  memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan
pelindungan hukum yang kuat. Apalagi beberapa negara semakin
mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang
dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia. Mengingat
akan kenyataan tersebut, Merek sebagai salah satu karya intelektual
manusia Yyang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan
perdagangan memegang peranan yang sangat penting.

Kegiatan perdagangan barang dan jasa melintasi batas wilayah

negara. Oleh karena itu mekanisme pendaftaran Merek internasional
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menjadi salah satu sistem yang seharusnya dapat dimanfaatkan guna
melindungi Merek nasional di dunia internasional. Sistem pendaftaran
Merek internasional berdasarkan Protokol Madrid menjadi sarana yang
sangat membantu para pelaku usaha nasional untuk mendaftarkan Merek
mereka di luar negeri dengan mudah dan biaya yang terjangkau.

Di samping itu pula, keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi
tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade
Organization) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek
Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual/HKI (Trade Related Aspect of
Intellectual Property Rights/TRIPs) sebagaimana telah disahkan dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement
Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untuk
mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut.
Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia
dalam meratifikasi Paris Convention for the Protection of Industrial Property
(Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor
15 Tahun 1997 dan Trademark Law Treaty (Traktat Hukum Merek) yang
disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian
internasional tersebut menjadikan adanya kewajiban bagi Indonesia
untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek yang berlaku dengan
ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.

Salah satu perkembangan di bidang Merek adalah munculnya
pelindungan terhadap tipe Merek baru atau yang disebut sebagai Merek
nontradisional. Dalam Undang-Undang ini lingkup Merek yang dilindungi
meliputi pula Merek suara, Merek tiga dimensi, Merek hologram, yang
termasuk dalam kategori Merek nontradisional tersebut.

Selanjutnya, beberapa penyempurnaan untuk lebih meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat Pemohon Merek. Untuk lebih memudahkan
bagi Pemohon dalam melakukan pendaftaran Merek perlu dilakukan
beberapa revisi atau perubahan berupa penyederhanaan proses dan
prosedur pendaftaran Merek. Adanya pengaturan tentang persyaratan
minimum Permohonan akan memberikan kemudahan dalam pengajuan
Permohonan dengan cukup mengisi formulir Permohonan, melampirkan
label atau contoh Merek yang dimohonkan pendaftaran, dan membayar
biaya Permohonan. Dengan memenuhi kelengkapan persyaratan

minimum Permohonan tersebut, suatu Permohonan Merek akan diberikan
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Tanggal Penerimaan atau filing date.

Perubahan terhadap alur proses pendaftaran Merek dalam
Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat penyelesaian
proses pendaftaran Merek. Dilaksanakannya pengumuman terhadap
Permohonan sebelum dilakukannya pemeriksaan substantif dimaksudkan
agar pelaksanaan pemeriksaan substantif dapat dilakukan sekaligus jika
ada keberatan dan/atau sanggahan sehingga tidak memerlukan
pemeriksaan kembali.

Berkenaan dengan Permohonan perpanjangan pendaftaran Merek,
pemilik Merek diberi kesempatan tambahan untuk dapat melakukan
perpanjangan pendaftaran Mereknya sampai 6 (enam) bulan setelah
berakhirnya jangka waktu pendaftaran Merek. Ketentuan ini
dimaksudkan agar pemilik Merek terdaftar tidak dengan mudah
kehilangan Hak atas Mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan
dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran Merek.

Selain itu, untuk lebih memberikan pelindungan hukum terhadap
pemilik Merek terdaftar dari adanya pelanggaran Merek yang dilakukan
oleh pihak lain, sanksi pidana terhadap pelanggaran Merek tersebut
diperberat khususnya yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan
hidup, dan dapat mengakibatkan kematian. Mengingat masalah Merek
terkait erat dengan faktor ekonomi, dalam Undang-Undang ini sanksi
pidana denda diperberat.

Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah
tentang Indikasi Geografis, mengingat Indikasi Geografis merupakan
potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam
perdagangan domestik maupun internasional. Oleh karena itu, Undang-
Undang ini ditetapkan dengan nama Undang-Undang Merek dan Indikasi

Geografis.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.
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Pasal 3
Yang dimaksud dengan “terdaftar” adalah setelah Permohonan
melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan
proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan

Menteri untuk diterbitkan sertifikat.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “label Merek” adalah contoh Merek atau
etiket yang dilampirkan dalam Permohonan pendaftaran Merek.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “karakteristik dari Merek” adalah berupa
gambar/lukisan yang dapat dilihat dari depan, samping, atas,
dan bawah.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Pada prinsipnya Permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 1
(satu) kelas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan

Trademark Law Treaty yang telah diratifikasi dengan Keputusan
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Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trademark
Law Treaty. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik
Merek yang akan menggunakan Mereknya untuk beberapa barang
dan/atau jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 7

Cukup jelas.

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku pula bagi Permohonan dengan
menggunakan Hak Prioritas.

Ayat (2)

Pasal 8

Alamat Kuasa Pemohon dipergunakan sebagai alamat surat-
menyurat kepada Pemohon, baik surat terkait dengan Permohonan

maupun surat panggilan pengadilan.

Cukup jelas.

Pasal 9

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kepentingan negara

yang hanya menjadi salah satu anggota Konvensi Paris atau anggota

persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia.

Yang dimaksud dengan “Konvensi Paris” adalah Paris Convention for

the Protection of Industrial Property Tahun 1883 beserta segala

perjanjian lain yang mengubah atau melengkapinya yang memuat

beberapa ketentuan sebagai berikut:

a.

jangka waktu untuk mengajukan permintaan pendaftaran Merek
dengan menggunakan Hak Prioritas adalah 6 (enam) bulan;
jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut sejak tanggal pengajuan
permintaan pertama di negara asal;

tanggal pengajuan Permohonan tidak termasuk dalam
perhitungan jangka waktu 6 (enam) bulan; dan

dalam hal jangka waktu terakhir adalah hari libur, pengajuan

permintaan pendaftaran Merek dimana pelindungan dimintakan,
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jangka waktu diperpanjang sampai pada permulaan hari kerja

berikutnya.

Pasal 10

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “bukti Hak Prioritas” adalah berupa
salinan surat Permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali
diajukan di negara anggota Konvensi Paris atau anggota organisasi
perdagangan dunia.

Ayat (2)
Penerjemahan dilakukan oleh penerjemah tersumpah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Tanggal Penerimaan dikenal dengan filing date.
Tanggal Penerimaan dapat sama dengan tanggal pengajuan
Permohonan jika persyaratan minimum dipenuhi pada saat
pengajuan Permohonan. Apabila pemenuhan Kkelengkapan
persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal
pengajuan, tanggal lain tersebut ditetapkan sebagai Tanggal
Penerimaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.
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Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “setiap pihak” adalah pihak selain

Pemohon atau Kuasanya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 17

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 18

Perbaikan penulisan nama dan/atau alamat misalnya Fahrul Arifin
menjadi Fachrul Arifin, Jl. Nuri No. 445 menjadi Jl. Nuri 10 No. 445.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Hur

Hur

Yang dimaksud dengan “bertentangan dengan ketertiban umum”
adalah tidak sejalan dengan peraturan yang ada dalam
masyarakat yang sifatnya menyeluruh seperti menyinggung
perasaan masyarakat atau golongan, menyinggung kesopanan
atau etika umum masyarakat, dan menyinggung ketentraman
masyarakat atau golongan.

uf b

Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang
dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

uf c

Yang dimaksud dengan “memuat unsur yang dapat menyesatkan”
misalnya Merek “Kecap No. 1” tidak dapat didaftarkan karena
menyesatkan masyarakat terkait dengan kualitas barang, Merek
“netto 100 gram” tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan

masyarakat terkait dengan ukuran barang.
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Pasal 21

Huruf d

Yang dimaksud dengan “memuat keterangan yang tidak sesuai
dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa
yang diproduksi” adalah mencantumkan keterangan yang tidak
sesuai dengan kualitas, manfaat, khasiat, dan/atau risiko dari
produk dimaksud. Contohnya: obat yang dapat menyembuhkan

seribu satu penyakit, rokok yang aman bagi kesehatan.

Huruf e

Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda
tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda

titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “nama umum” antara lain Merek “rumah
makan” untuk restoran, Merek “warung kopi” untuk kafe. Adapun
“lambang milik umum” antara lain “lambang tengkorak” untuk
barang berbahaya, lambang “tanda racun” untuk bahan kimia,

“lambang sendok dan garpu” untuk jasa restoran.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah
kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan
antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga
menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk,
cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur,
maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek
tersebut.
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Merek yang dimohonkan lebih
dahulu” adalah Permohonan pendaftaran Merek yang sudah
disetujui untuk didaftar.
Huruf b
Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik
pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan
dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat

mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
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Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut
yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-
besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan
oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek
dimaksud di beberapa negara.
Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga
dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk
melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai
terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “nama badan hukum” adalah nama
badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “lembaga nasional” termasuk
organisasi masyarakat atau organisasi sosial politik.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Pemohon yang beriktikad tidak baik”
adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya
memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek
pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi
persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan
konsumen.
Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan,
logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak
lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum
sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek
yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi
iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidak-tidaknya patut

diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang
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sudah dikenal tersebut.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “tanggal pendaftaran” adalah tanggal
didaftarnya Merek.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
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Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Jika kesalahan pengetikan sertifikat tersebut bukan merupakan
kesalahan Pemohon, perbaikan sertifikat tidak dipungut biaya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Yang menjadi dasar untuk mengajukan permohonan banding
hanya terbatas pada alasan atau pertimbangan yang bersifat
substantif.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Permohonan banding harus memuat alasan yang lebih mendalam
atas keberatan terhadap penolakan. Ketentuan ini diperlukan
untuk mencegah timbulnya kemungkinan banding yang
digunakan sebagai alat untuk melengkapi kekurangan persyaratan
dalam Permohonan, mengingat kesempatan untuk melengkapi
kekurangan persyaratan dalam Permohonan telah diberikan pada

tahap sebelumnya.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.
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Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Ahli yang dapat diangkat sebagai anggota Komisi Banding
Merek dapat berasal dari berbagai kalangan, baik dari
pemerintah maupun swasta.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “Pemeriksa senior” adalah Pemeriksa
yang telah memiliki pengalaman dalam melaksanakan
pemeriksaan Permohonan dan menduduki jabatan fungsional
paling rendah Pemeriksa Merek Ahli Madya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Ketentuan jumlah anggota majelis berjumlah ganjil dimaksudkan
agar jika terjadi perbedaan pendapat, putusan dapat diambil

berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

-13-
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Yang dimaksud dengan “sebab lain yang dibenarkan oleh

ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah sepanjang

tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, misalnya perubahan kepemilikan Merek karena

pembubaran badan hukum,

akuisisi.
Ayat (2)
Cukup jelas.

restrukturisasi,

merger, atau
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Dokumen yang dimaksud antara lain sertifikat Merek dan bukti
lain yang mendukung kepemilikan hak tersebut.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Penentuan bahwa akibat hukum tersebut baru berlaku setelah
pengalihan Hak atas Merek dicatat, dimaksudkan untuk
memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Merek yang masih dalam proses Permohonan dapat pula
dimohonkan pencatatan pengalihan hak.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kecuali bila diperjanjikan lain” adalah
perjanjian lisensi yang diberlakukan tidak hanya mencakup
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya
mencakup sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.
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Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44

Dalam hal pemilik Merek terdaftar tidak menggunakan sendiri
Mereknya dalam perdagangan barang dan/atau jasa di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, penggunaan Merek tersebut oleh
penerima Lisensi sama dengan penggunaan oleh pemilik Merek
terdaftar yang bersangkutan.

Hal itu berkaitan dengan ketentuan mengenai kemungkinan
penghapusan pendaftaran Merek yang tidak digunakan dalam
perdagangan barang dan/atau jasa dalam waktu 3 (tiga) tahun

berturut-turut.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Dengan adanya ketentuan antara lain mengenai sifat, ciri
umum, atau mutu barang dan/atau jasa serta
pengawasannya, terkandung pengertian adanya persyaratan
yang harus diikuti oleh pihak yang ikut menggunakan Merek
Kolektif yang bersangkutan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
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Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Alasan Merek Kolektif tidak dapat dilisensikan disebabkan
kepemilikannya bersifat kolektif dan jika ada pihak lain yang akan
menggunakan Merek tersebut tidak perlu mendapat Lisensi dari

pemilik Merek Kolektif, cukup menggabungkan diri.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “kegiatan wusaha industri atau
komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia” adalah kegiatan usaha yang benar-benar riil,
konkret, dan efektif di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
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Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis
tertentu antara lain asosiasi produsen, koperasi, dan
masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG).
Angka 1
Yang dimaksud dengan “sumber daya alam” adalah
segala sesuatu yang berdasar dari alam yang dapat
digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia
yang mencakup tidak hanya komponen biotik seperti
hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme tetapi juga
komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam,
berbagai jenis logam, air, dan tanah.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Yang dimaksud dengan “hasil industri” adalah hasil dari
olahan manusia berupa barang mentah menjadi barang
jadi antara lain Tunun Gringsing, Tenun Sikka.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56

Cukup jelas.
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Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “ahli lain yang kompeten” adalah
akademisi atau praktisi yang memiliki keahlian di bidangnya
terkait dengan Indikasi Geografis.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.
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Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64

Indikasi asal tidak sama dengan Indikasi Geografis karena indikasi
asal hanya mengidentifikasi asal barang itu diproduksi yang tidak
terkait dengan faktor alam.

Contoh kamera bermerek Nikon yang berasal dari Jepang tetapi juga
dibuat oleh pabriknya yang berada di Cina melalui Lisensi dan pada
kamera produk Cina tersebut ditulis Made in China. Label Made in
China ini adalah indikasi asal. Hak indikasi asal timbul sejalan dengan
perwujudan objek dan bukan melalui pendaftaran, berbeda dengan
pelindungan Indikasi Geografis yang bersifat konstitutif dan

mewajibkan pendaftaran.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemerintah pusat” adalah kementerian
dan/atau lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab di
bidang hukum, pemerintahan dalam negeri, hubungan luar negeri,
pertanian, lingkungan hidup, perindustrian, perdagangan,

ekonomi kreatif, pariwisata, riset dan teknologi, kelautan, dan


http://www.peraturan.go.id

No0.5953 -20-

bidang lain yang terkait.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” antara lain
pemilik Merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga di bidang
konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pemilik Merek yang tidak terdaftar” antara
lain pemilik Merek yang iktikad baik tetapi tidak terdaftar atau
pemilik Merek terkenal tetapi Mereknya tidak terdaftar.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 83

Dalam Undang-Undang ini diatur ketentuan mengenai
kemungkinan menggunakan sebagian Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang
berasal dari semua biaya yang berhubungan dengan Merek dan
Indikasi Geografis.

Yang dimaksud dengan “menggunakan penerimaan” adalah
pemakaian PNBP berdasarkan sistem dan mekanisme yang
berlaku. Dalam hal ini seluruh penerimaan disetorkan langsung ke

kas negara sebagai PNBP.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan
perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan
untuk memberikan pelindungan hukum kepada pemilik Merek

terkenal meskipun belum terdaftar.

Ayat (3)

Cukup jelas.
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Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.
Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.
Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.
Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.
Ayat (8)

Cukup jelas.
Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.
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Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.
Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.
Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “berkas perkara kasasi” adalah

Permohonan kasasi, memori kasasi, dan/atau kontra memori

kasasi serta dokumen lain.

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.
Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.
Ayat (9)

Cukup jelas.
Ayat (10)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.
Ayat (11)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.
Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Yang dimaksud dengan *“alternatif penyelesaian sengketa” antara lain

negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para
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pihak.

Pasal 94

Huruf a
Yang dimaksud dengan “barang” termasuk barang impor.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar
menghilangkan barang bukti.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 95

Huruf a
Yang dimaksud dengan "bukti kepemilikan Merek” adalah sertifikat
Merek.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Keterangan tersebut berupa uraian jenis barang dan/atau jasa
yang diduga sebagai produk hasil pelanggaran Merek.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.
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